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ABSTRACT

This study aims to appraise current competency development practices at the Indonesian Minis-
try of Law and Human Rights and provide recommendations for the process improvements
based on the People Capability Maturity Model (P-CMM) approach. The only P-CMM appraisal
method recognized by the Software Engineering Institute (SEI) is the Standard CMMI Appraisal
Method for Process Improvement (SCAMPI). The appraisal was carried out in three P-CMM Pro-
cess Areas which were selected based on the scope of research, specifically Training and Devel-
opment, Competency Analysis, and Competency Development. From the appraisal carried out,
there is a total of 17 practices that have not been implemented properly. To improve the pro-
cess, several activities are recommended, such as identifying critical training and skills needed
for a competency, evaluating training alternatives, holding formal discussions related to develop-
ment with each employee periodically, providing development opportunities based on the results
of formal discussion, measuring the training and development activities, making and evaluating
three important documents (Workforce Competency, Competency-based process and Competen-
cy information) periodically, forming a new unit specifically for managing the employee’s compe-
tence, evaluating competency analysis activities, and periodically auditing the definition and use
of data on competency development for compliance with organizational policies.

Key Words : Competency Analysis, Competency Development, People Capability Maturity Model,
Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement with People CMM, Training and De-
velopment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan appraisal terhadap praktik pengembangan kompeten-
si di Kemenkumham Rl saat ini dan memberikan rekomendasi perbaikannya berdasarkan pen-
dekatan People Capability Maturity Model (P-CMM). Satu-satunya metode appraisal P-CMM yang
diakui oleh Software Engineering Institute (SEI) adalah Standard CMMI Appraisal Method for
Process Improvement (SCAMPI) with People CMM. Appraisal dilakukan pada 3 Process Area P-
CMM yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan ruang lingkup penelitian, yaitu Training
and Development, Competency Analysis, dan Competency Development. Dari hasil appraisal
yang dilakukan pada 3 Process Area tersebut, terdapat total 17 praktik yang belum diimplemen-
tasikan dengan baik. Untuk memperbaiki ketiga Process Area tersebut, beberapa aktivitas direk-
omendasikan untuk diimplementasikan, yaitu mengidentifikasi pelatihan dan keahlian kritikal
yang dibutuhkan untuk sebuah kompetensi, mengevaluasi alternatif pelatihan, mengadakan
diskusi formal terkait pengembangan dengan setiap ASN secara periodik, memberikan kesem-
patan pengembangan berdasarkan hasil diskusi tersebut, melakukan pengukuran terhadap
aktivitas pelatihan dan pengembangan, membuat dan mengevaluasi 3 dokumen penting
(Workforce Competency, Competency-based process dan Competency information) secara peri-
odik, membentuk unit baru khusus untuk mengelola kompetensi ASN, mengevaluasi aktivitas
analisis kompetensi, dan mengaudit data definisi pengembangan kompetensi secara periodik
untuk menyesuaikan dengan kebijakan organisasi.

Kata Kunci: Competency Analysis, Competency Development, People Capability Maturity Model,
Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement with People CMM, Training and De-
velopment
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PENDAHULUAN

Potensi setiap tenaga kerja di dalam organ-
isasi harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya agar dapat memberikan hasil yang optimal.
Selain adanya teknologi, sarana dan prasarana yang
memadai, keberhasilan suatu organisasi tidak dapat
lepas dari peran penting tenaga kerja yang
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di dalam organ-
isasi tersebut[1]. Kesti [2] mengindikasikan adanya
korelasi positif yang kuat antara praktik pengelolaan
kompetensi tenaga kerja dengan kinerja bisnis or-
ganisasi. Sementara, pengelolaan kompetensi sum-
ber daya manusia merupakan tantangan yang sulit
bagi setiap organisasi[3]. Sama halnya dengan yang
dialami oleh salah satu Kementerian di Indonesia,
yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Kemenkumham RI).
Berdasarkan Peta Jalan Pembangunan Aparatur
Sipil Negara (UU 17 Tahun 2007 tentang RPJPN),
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan
RPJMN  tersebut, salah satu misi  dari
Kemenkumham Rl adalah “Mewujudkan aparatur
Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan
berintegritas”. Misi ini didukung oleh salah satu Unit
Pusat  dari Kemenkumham,  yaitu Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN berhak untuk
mengembangkan kompetensinya minimal 20 Jam
Pelatihan (JP) per tahun. Pengembangan
kompetensi tersebut sehaharusnya diikuti dengan
rencana pengembangan kompetensi yang didasari
oleh kesenjangan kompetensi, kesenjangan kinerja,
dan rencana pengembangan karir. Sedangkan, pada
kenyataannya, berdasarkan dokumen Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan
Kementrian Hukum dan HAM, dengan jumlah
pegawai Kemenkumham RI per tahun 2020 yang
berjumlah 60.001 orang, kesempatan mengikuti
pelatihan terbatas kepada hanya 8000 orang per
tahun (13%) dan belum diikuti dengan rencana
pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penempatan pegawai juga terkadang masih tidak
sesuai dengan kompetensinya. Masalah yang
muncul adalah bagaimana proses pengembangan
kompetensi di Kemenkumham saat ini dan strategi
perbaikan proses pengembangan kompetensi ASN
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ke depannya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan
sebagai kerangka kerja pengelolaan tenaga kerja
adalah People Capability Maturity Model (P-CMM).
Selain P-CMM, terdapat dua model lainnya yang
juga sering digunakan, yaitu Great Place to Work
(GPTW) dan Investor in People (lIP)[4]. GPTW
menekankan pada pentingnya tingkat kepercayaan
yang dimiliki tenaga kerja terhadap pimpinan organ-
isasi, tingkat kebanggaan pada pekerjaannya, dan
sejauh mana tingkat kenyamanan bekerja dengan
sesama tenaga kerja[5]. IIP merupakan standar
pengelolaan tenaga kerja yang berbasis di United
Kingdom. Tujuan utama IIP adalah untuk memban-
tu organisasi meningkatkan kinerja mereka melalui
investasi pada tenaga kerjanya dan membantu
memetakan kegagalan dalam pengembangan tena-
ga kerja[6]. Sedangkan, P-CMM menyediakan peta
jalan untuk mengembangkan kapabilitas dari tena-
ga kerja di sebuah organisasi [7]. Dibandingkan
GPTW dan IIP, People-CMM lebih sesuai dengan
ruang lingkup permasalahan penelitian ini, yaitu
pengelolaan pengembangan kompetensi tenaga
kerja. Beberapa penelitian juga telah menggunakan
P-CMM untuk mendesain sistem pengelolaan tena-
ga kerjanya, seperti pada penelitian[4], kerangka
kerja P-CMM telah berhasil digunakan untuk
memetakan dukungan Sistem Informasi terhadap
pengelolaan tenaga kerja di Universitas. Kemudian,
penelitian [8] terlah berhasil menggunakan P-CMM
untuk mengidentifikasi model Analisis Kompetensi
tenaga kerja yang dapat digunakan dan dikem-
bangkan sebagai praktik tenaga kerja di perus-
ahaan manufaktur. Uday [9] menyatakan bahwa P-
CMM merupakan salah satu model yang paling
sukses dalam membawa perubahan yang signifikan
dalam pengelolaan kinerja tenaga kerja. P-CMM
juga memiliki tingkat dan kemudahan adaptasi yang
tinggi sejalan dengan pertumbuhan organisasi, se-
hingga dapat digunakan dalam organisasi yang be-
sar, menengah, bahkan kecil sekalipun[8]. Ber-
dasarkan kesesuaian antara ruang lingkup
penelitian dengan tujuan P-CMM, serta didukung
oleh penelitian-penelitian sebelumnnya, maka
penelitian ini juga akan menggunakan P-CMM se-
bagai referensi strategi pengembangan kompetensi
ASN.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifi-
kasi keadaan praktik pengembangan kompetensi
ASN saat ini dan memberikan rekomendasi perbai-
kannya berdasarkan pendekatan P-CMM. Rekomen-
dasi tersebut diharapkan dapat dikembangkan se-
bagai basis praktik proses pengembangan kompe-
tensi ASN di BPSDM Hukum dan HAM.
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TINJAUAN PUSTAKA

People Capability Maturity Model

People Capability Maturity Model (People
CMM) merupakan seperangkat praktik manajemen
sumber daya manusia yang menyediakan peta jalan
untuk terus memperbaiki kapabilitas dari tenaga
kerja (workforce) sebuah organisasi[7]. Seperti CMM
lainnya, P-CMM juga terdiri dari 5 level kematangan,
yaitu initial, managed, defined, predictable, dan op-
timizing. Masing-masing level terdiri dari 3-7 Process
Area (PA) dengan total 22 PA, kecuali level initial.
Setiap PA memiliki fungsi, deskripsi, sasaran, komit-
men, praktik dan pengukurannya sendiri.
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Gambar 1. Struktur People CMM [7]

P-CMM dirancang untuk mencapai 4 tujuan
utama, yaitu mengembangkan kompetensi
(Developing individual capability), membangun
kelompok kerja dan budaya kerja (Building
Workgroups and Culture), mengarahkan dan
mengelola kinerja  (Motivating & managing
performance), dan membentuk tenaga kerja
(Shaping the Workforce). Gambar 2 di bawah
menunjukkan hubungan antara Level, PA, dan
tujuannya.
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Gambar 2. Rangkaian Proses pada P-CMM[7]

Agar Kemenkumham memiliki standar prak-
tik untuk pengembangan kompetensi tenaga kerjan-
ya, maka organisasi harus mencapai Level 3
(defined) P-CMM dalam rangka mencapai tujuan
Pengembangan Kompetensi (Developing Competen-
cy). Hal tersebut dapat dicapai dengan mengimple-
mentasikan 3 PA, vyaitu Training and Development,
Competency Analysis, dan Competency Develop-
ment. Adapun tujuan dari masing-masing PA adalah
sebagai berikut [7]:

a. Training and Development bertujuan untuk me-
mastikan semua individu memiliki keahlian
yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugasnya
dan telah diberikan kesempatan pengem-
bangan yang relevan.

b. Competency Analysis bertujuan untuk men-
gidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan proses yang diperlukan untuk
melakukan kegiatan bisnis organisasi sehingga
dapat dikembangkan dan digunakan sebagai
dasar untuk praktik tenaga kerja.

c. Competency Development bertujuan untuk ter-
us meningkatkan kemampuan tenaga kerja
dalam melakukan tugas dan tanggung jawab-
nya.
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Standard CMMI Appraisal Method for Process Im-
provement (SCAMPI) with People CMM

Proses penilaian atau evaluasi terhadap pen-
erapan praktik CMMI disebut dengan istilah apprais-
al. Appraisal adalah pemeriksaan terhadap satu
atau lebih proses menggunakan model referensi
sebagai dasar penentuan kekuatan dan kelemahan.
Appraisal dilakukan dalam rangka perbaikan proses
atau evaluasi kapabilitas[10]. Metode appraisal P-
CMM pertama kali dikembangkan pada tahun 1998,
yaitu People CMM-Based Assessment Method. Na-
mun, pada tahun 2008, Software Engineering Insti-
tute (SEIl) tidak lagi menerima hasil appraisal yang
dilakukan dengan menggunakan metode tersebut.
Saat ini, appraisal P-CMM dilakukan dengan Stand-
ard CMMI Appraisal Method for Process Improve-
ment (SCAMPI) dan menjadi satu-satunya metode
appraisal P-CMM yang didukung oleh SEI [7].

Terdapat 3 kelas metode appraisal pada
SCAMPI, yaitu Kelas A, Kelas B, dan Kelas C. Setiap
kelas memiliki skenario kegunaannya masing-
masing. Atribut kunci yang membedakan ketiga ke-
las ini di antaranya, ruang lingkup appraisal, tingkat
kepercayaan terhadap luaran appraisal, ada atau
tidaknya pemeringkatan level kematangan, dan
biaya dan durasi dari proses appraisal tersebut [7].

SCAMPI A sangat tepat dalam menghasilkan
peringkat sebagai patokan untuk membandingkan
level kematangan atau kapabilitas lintas organisasi.
Proses investigasi yang teliti membuat SCAMPI A
memberikan tingkat akurasi dan keandalan yang
tinggi melalui pengumpulan bukti objektif dari
berbagai sumber. SCAMPI B direkomendasikan bagi
organisasi yang baru ingin menerapkan model CMMI
untuk aktifitas perbaikan prosesnya. Baik SCAMPI A
maupun SCAMPI B membutuhkan 2 bukti objektif,
yaitu artifak dan afirmasi. Namun, SCAMPI B tidak
menghasilkan peringkat level kematangan atau ka-
pabilitas[10]. Adapun, SCAMPI C kemungkinan be-
sar digunakan ketika organisasi membutuhkan
“quick look” atau analisis kesenjangan secara cepat
antara praktik tenaga kerja saat ini dan P-CMM, un-
tuk menilai kesesuaian proses baru sebelum
diimplementasikan, untuk mengawasi implementasi
atau perkembangan implementasi dari praktik
ketenagakerjaan, atau untuk menentukan kesiapan
organisasi dalam melakukan SCAMPI A atau SCAMPI
B [7]. Sama seperti SCAMPI B, SCAMPI C juga tidak
menghasilkan peringkat level kematangan atau ka-
pabilitas. Perbedaannya dengan SCAMPI A dan
SCAMPI B adalah pada bukti objektifnya. Pada
SCAMPI C, hanya satu dari dua tipe bukti objektif
yang dibutuhkan, koroborasi juga bersifat tidak
wajib [10].

SCAMPI terdiri dari 3 fase, yaitu Plan and Pre-
pare for Appraisal, Conduct Appraisal, dan Report
Results.
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Gambar 3. Fase SCAMPI

{———» Report Results

Berikut adalah penjelasan dari setiap fasenya:

1. Plan and Prepare for Appraisal: Perencanaan
proses appraisal dimulai dengan memahami
objektif, kebutuhan, dan batasan dari organ-
isasi.

2. Conduct Appraisal; Fase ini berfokus pada
pengumpulan data dari organisasi yang diniliai
untuk menilai sejauh mana model praktik telah
diimplementasikan.

3. Report Results; Pada fase ini, hasil appraisal
diberikan pada organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode SCAMPI
with People CMM-Class C Appraisal karena kes-
esuaiannya dengan ruang lingkup dan objektif
penelitian. Berikut adalah tahap-tahap yang dil-
akukan pada penelitian ini:

Plan and Propars for Appraisal

Idertifiasi o Idonfiani data | o Menyiapkan
Kabutuhan | & narasumbar Kunsirar

Conduct Appraisal
- . 4
Praliminary | Menysbarkan
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¥
M Verifiasi Bukfi
ke Bukdi Oibyakdif Obgokdif
Report Rosults
x
Molaporkan Finad Findings | Final Fir

dan rekomendasi parbaikan

Gambar 4. Metode Penelitian

Perencanaan dan Persiapan Penilaian

Fase ini diawali dengan proses identifikasi
kebutuhan bisnis dari organisasi yang akan
dievaluasi. Kemudian, setelah mengetahui masalah
dan kebutuhan organisasi, peneliti membangun
rencana untuk dua fase selanjutnya dengan cara
mengidentifikasi ruang lingkup appraisal,
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identifikasi narasumber yang akan dijadikan objek
kuesioner dan wawancara, serta menyiapkan
kuesionernya dengan panduan model P-CMM.

Pelakasanaan Penilaian

Pada fase ini dilakukan pengumpulan data
berupa bukti objektif (afirmasi/artifak) yang didapat-
kan dari hasil kuesioner. Data tersebut menjadi buk-
ti yang menunjukkan bahwa praktik pada PA yang
dinilai telah diimplementasikan atau tidak. Setelah
mendapatkan temuan awal (preliminary findings)
dari hasil analisis kuesioner, dilakukan wawancara
kepada pihak yang bertanggung jawab untuk
melakukan verifikasi bukti objektif tersebut.

Hasil Laporan

Setelah mendapatkan final findings dari hasil
wawancara yang berupa analisis gap yang berisikan
perbedaan-perbedaan dari implementasi praktik
ketenagakerjaan saat ini dan praktik model P-CMM,
kelemahan dan kelebihan masing-masing praktik,
serta sejauh mana praktik dari model P-CMM telah
diimplementasikan, selanjutnya adalah melaporkan
hasil temuannya dan menentukan rekomendasi
perbaikan proses berdasarkan pendekatan model P-
CMM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari survey yang telah dilakukan di BPSDM
Hukum dan HAM, didapatkan 79 responden yang
tersebar dari 6 Unit Organisasi di BPSDM Hukum
dan HAM. Kuesioner yang disebarkan berisikan
pernyataan afirmasi tentang implementasi praktik P-
CMM di organisasi (Training and Development, Com-
petency Analysis, dan Competency Development).
Berikut ini rincian demografi responden kuesioner
penerapan praktik P-CMM di BPSDM Hukum dan
HAM.

DEMOGRAFI RESPONDEN PER UNIT ORGANISASI

m Sekretariat BPSDM m Pusat Teknis dan Kepemimpinan

M Pusat Fungsional HAM W Pusat Penilaian Kompetensi
® Politeknik llmu Pemasyarakatan m Politeknik Imigrasi

Legend

Gambar 5. Demografi Responden Koesioner
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Process Area Training and Development

1) Temuan Awal

Berdasarkan hasil kuesioner pada PA Training
and Development, dari total 17 praktik, lebih dari
50% responden memberikan afirmasi penerapan
praktik kepada 12 praktik sehingga dapat dikate-
gorikan praktik tersebut telah diimplementasikan
dengan baik. Sementara, 6 praktik lainnya tidak
mendapatkan afirmasi lebih dari 50%, sehingga
dikategorikan belum diimplementasikan dengan
baik. 6 praktik tersebut antara lain:

1. P2:Training needed in critical skills is identified
for each individual

2. P4: Individuals or groups receive timely training
needed to perform their assigned tasks

3. P6: A development discussion is held periodi-
cally with each individual

4. P7: Relevant development opportunities are
made available to support individuals in accom-
plishing their individual development objectives

5. ME1: Measurements are made and used to
determine the status and performance of Train-
ing and Development activities

6. ME2: Unit measures of Training and Develop-
ment activities are collected and maintained

2) Temuan Akhir

Proses pelatihan dan pengembangan belum
direncanakan dengan baik karena masih bersifat
insidentil. Tidak ada kepastian mengenai pelatihan
apa yang akan dilakukan pada periode tertentu,
serta peruntukannya. Bila pegawai memiliki target
pengembangan tertentu, maka pegawai tersebut
yang harus berusaha mencari informasi. Oleh kare-
na itu, pelatihan bukan hanya menjadi tidak tepat
pada waktu yang seharusnya, namun juga terka-
dang anggaran untuk pelatihannya tidak ada, atau
terkadang menjadi Anggaran Belanja Tambahan
(ABT).

Diskusi formal mengenai pelatihan dan
pengembangan ini juga tidak dilakukan secara peri-
odik dengan masing-masing pegawai. Setiap semes-
ter, organisasi memang mengadakan Rapat Kerja
Anggaran, namun bukan untuk mengevaluasi keahl-
ian kritikal atau aktivitas pelatihan dan pengem-
bangan pegawai. Pelatihan juga terkadang menjadi
tidak tepat sasaran, seperti pelatihan kepemimpi-
nan, namun target pesertanya adalah semua pimpi-
nan tinggi hingga pegawai. Di sini terlihat bahwa
pelatihan tidak mempertimbangkan target pengem-
bangan masing-masing individu sesuai dengan
fungsinya. Sehingga, kesempatan untuk mendapat-
kan pelatihan yang sesuai dengan target pengem-
bangan tidak bisa didapatkan dengan mudah, kare-
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na terkadang tidak dianggarkan.

Dikarenakan kurangnya perencanaan untuk
proses pelatihan dan pengembangan, maka pen-
gukurannyapun belum ada. Pegawai hanya
melaporkan pada pimpinan mengenai pelatihan
yang telah diikutinya, namun tidak ada evaluasi
lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Ada bebera-
pa pelatihan yang memang sudah ada pengukuran
dan evaluasinya, tetapi tidak semua pelatihan men-
erapkan hal tersebut.

3) Rekomendasi perbaikan proses

Berikut ini aktivitas-aktivitas yang direkomen-
dasikan untuk diimplementasikan pada proses
pelatihan dan pengembangan ASN:

a. Mengevaluasi keahlian setiap individu berdasar-
kan keahlian kritikal yang diperlukan untuk
mengerjakan tugas tertentu, agar dapat menen-
tukan perlu atau tidaknya sebuah pelatihan.
Contohnya dengan melakukan appraisal pribadi
ASN, mencatat pengalaman ASN sebelumnya,
atau mencatat pelatihan-pelatihan yang pernah
diikutinya. Selain itu, tipe pelatihan terkait tugas
tertentu juga perlu diidentifikasi.

b. Mengevaluasi alternatif pelatihan untuk menen-
tukan mekanisme pelatihan yang paling efektif
dalam mengembangkan pengetahuan dan
keahlian terkait. Contohnya, pelatihan di dalam
kelas, pelatihan jarak jauh, mentoring, magang,
atau pembelajaran mandiri.

c. Melakukan diskusi formal terkait pengem-
bangan ASN setidaknya 1 kali dalam 1 semes-
ter. Diskusi formal tersebut dimaksudkan untuk
membicarakan tugas selanjutnya, pilihan karir,
dan ketertarikan lainnya. Informasi terkait
pengembangan dan keahlian ASN yang perlu
dikembangkan dapat dilihat dari bukti kinerja
saat ini, rekomendasi pihak lain, atau dari
keinginan pribadi ASN sendiri.

d. Memberikan kesempatan pengembangan yang
tepat untuk ASN berdasarkan diskusi formal
sebelumnya. Contohnya kursus, program sertifi-
kasi, mentor, atau tugas khusus sementara.
Kegiatan-kegiatan tersebut harus didampingi
oleh individu yang bertanggung jawab atas
pengembangan ASN tersebut.

e. Mengukur status dan kinerja dari aktivitas
pelatihan dan pengembangan. Dasar penguku-
ran yang dapat digunakan, antara lain jumlah
pelatihan yang telah diberikan, ketepatan waktu
pelatihan, biaya pelatihan, kualitas pelatihan
sesuai penilaian siswa, frekuensi diskusi
pengembangan, serta jumlah dan tipe kesem-
patan pengembangan yang diberikan.
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f. Mengelola hasil pengukuran aktivitas pelatihan
dan pengembangan setiap unit untuk
menganalisis tren pelatihan secara periodik,
menganalisis tren pelatihan di level organisasi,
dan mengevaluasinya.

Process Area Competency Analysis

1) Temuan Awal

Berdasarkan hasil kuesioner pada PA Compe-
tency Analysis, dari total 20 praktik, lebih dari 50%
responden memberikan afirmasi penerapan praktik
kepada 9 praktik sehingga dapat dikategorikan
praktik tersebut telah diimplementasikan dengan
baik. Sementara, 11 praktik lainnya tidak
mendapatkan afirmasi lebih dari 50%, sehingga
dikategorikan belum diimplementasikan dengan
baik. 11 praktik tersebut antara lain:

1. P4: Workforce competency descriptions are
updated on a periodic and event driven basis

2. P5: The competency-based processes to be
performed by capable individuals in each work-
force competency are established and main-
tained

3. PG6: Information about the use of competency-
based processes is captured and made availa-
ble

4. P7: Competency information regarding the ca-
pabilities of individuals in their workforce com-
petencies is collected and maintained accord-
ing to a documented procedure

5. P9: Competency information is updated on a
periodic and event-driven basis

6. AB1: A responsible individuals coordinates the
Competency Analysis activities for defining,
developing, and maintaining each workforce
competency

7. AB2: Adequate resources are provided for per-
forming Competency Analysis activities

8. ME1: Measurements are made and used to
determine the status and performance of Com-
petency Analysis activities within each unit and
across the organization

9. ME2: Measurements are made and used to
determine the quality of workforce competency
descriptions and competency information

10. VE2: Executive management periodically re-
views the Competency Analysis activities, sta-
tus, and results; and resolves issues

11. VE3: The definition and use of competency de-
scriptions and competency information are
periodically audited for compliance with organi-
zational policies
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2) Temuan Akhir

Proses analisis kompetensi dilakukan secara
rutin oleh Biro Kepegawaian di Sekretariat Jenderal.
Sekretariat Jenderal inilah yang bertanggung jawab
membuat kebijakan kepegawaian untuk diimple-
mentasikan ke semua Direktorat di Kemenkumham
RI. Untuk implementasinya di unit BPSDM Hukum
dan HAM, workforce competency pegawai memang
sudah diperbarui, namun tidak secara rutin dil-
akukan (tidak setiap tahun). Di setiap unit organisasi
yang ada di BPSDM Hukum dan HAM juga tidak
dapat dipastikan bahwa pengelola proses bisnisnya
adalah individu yang berkapabilitas di bidangnya.
Penempatan pegawai masih berdasarkan kebu-
tuhan organisasi dan alokasinya juga belum sesuai
dengan kebutuhan. Namun, saat ini sudah ada tar-
get bahwa setiap proses bisnis tertentu harus dil-
akukan oleh individu yang memang sesuai kapabili-
tasnya.

Competency information pegawai sudah dik-
umpulkan secara daring pada sebuah sistem kepeg-
awaian, namun belum diwajibkan untuk melakukan
pembaruan data kompetensi mereka secara rutin.
Sehingga, data pada sistem kepegawaian tidak
terkini.

Politeknik lImu Pemasyarakatan dan
Politeknik Imigrasi melakukan analisis kompetensi
untuk unitnya sendiri, sedangkan Sekretariat
BPSDM melakukan analisis kompetensi untuk unit
lainnya. Namun, tanggung jawab ini tidak dibe-
bankan kepada satu individu saja, melainkan kepa-
da semua unit organisasi. Sebagai pengelola utama,
Sekretariat BPSDM tetap melakukan diskusi terkait
kompetensi ini dengan seluruh unit di bawahnya.
Sumber daya yang tersedia untuk melakukan ana-
lisis kompetensi ini juga sudah ada, namun imple-
mentasinya belum optimal. Hal ini berimbas pada
tidak adanya pengukuran status dan pelaksanaan
dari aktivitas analisis kompetensi. Manajemen
eksekutif juga tidak sepenuhnya memantau
pelaksakaan dari aktivitas ini. Audit yang dilakukan
pada organisasi masih mengarah ke finansial saja,
belum membahas mengenai kompetensi pegawai.

3) Rekomendasi perbaikan proses

Berikut ini aktivitas-aktivitas yang direkomen-
dasikan untuk ditingkatkan dalam proses analisis
kompetensi ASN:

a. Mengevaluasi deskripsi Workforce Competency
secara periodik. Perubahan yang biasanya ter-
jadi pada deskripsi workforce competency, an-
tara lain pengetahuan dan keahlian baru yang
harus dikembangkan, perubahan pada penge-
tahuan dan keahlian saat ini, serta penge-
tahuan dan keahlian yang sudah tidak diper-
lukan. Tabel di bawah ini adalah contoh
deskripsi workforce competency.

Majalah limiah UNIKOM

Tabel 1. Workforce Competency Description

Competency Knowledge Skills Process
Ability

Kompetensi Siklus pen- Kemampuan Proses

Teknis golahan data menggunakan pengambilan

(Pengolahan dan informasi tools pen- sample,

data dan golahan data, penghimpunan

Informasi) seperti Mi- data, klasifi-
crosoft Excel, kasi data dll
SPSS, dll

b. Membuat dan mengelola dokumen Competen-
cy-based process yang berisikan bagaimana
ASN mengimplementasikan pengetahuannya,
menunjukkan keahliannya, dan menerapkan
proses yang sudah didefinisikan sebagai
standar proses kerja organisasi.

c. Menyimpan informasi yang sudah didapatkan
dari dokumen Competency-based process pa-
da sebuah repositori untuk digunakan kembali
sebagai bahan evaluasi.

d. Mendokumentasikan Competency information
yang menggambarkan level kapabilitas setiap
ASN terkait pengetahuan, keahlian, dan pro-
cess abilitynya

e. Mengevaluasi Competency information ASN
dalam periode tertentu atau saat adanya peru-
bahan yang terjadi pada deskripsi workforce
competency organisasi

f.  Membentuk unit baru khusus untuk mendefin-
isikan, mengembangkan, dan mengelola work-
force competency

g. Menyediakan sumber daya yang mencukupi
untuk melakukan aktivitas analisis kompeten-
si, mulai dari sumber daya manusia hingga
kakasnya, contohnya task analysis tools, skills
analysis inventories, dan knowledge engineer-
ing tools.

h. Mengukur status dan kinerja dari aktivitas ana-
lisis kompetensi. Dasar pengukuran yang
dapat digunakan, antara lain banyaknya waktu
atau orang yang terlibat dalam menganalisa
workforce competency atau mengumpulkan
competency information, jumlah workforce
competency yang didefinisikan, dan jumlah
competency information yang dikumpulkan

i. Mengevaluasi kualitas deskripsi workforce
competency dan competency information, con-
toh pengukurannya antara lain, tingkat kerinci-
an dari sebuah deskripsi workforce competen-
cy, jumlah revisi pada deskripsi workforce com-
petency, serta jumlah revisi pada competency
information.

j. Meninjau aktivitas analisis kompetensi; status
dan hasilnya untuk memverifikasi kesesusaian
antara aktivitas analisis workforce competency
dan competency information, perkembangan,
hasil, status, tren, dan keefektifan dari aktvitas
Analisis Kompetensi dalam mendukung aktivi-
tas tenaga kerja
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k. Mengaudit deksripsi workforce competency
dan competency information untuk me-
nyesuaikan dengan kebijakan organisasi
secara periodic

Process Area Competency Development

1) Temuan Awal

Berdasarkan hasil kuesioner pada PA Compe-
tency Development, dari total 21 praktik, lebih dari
50% responden memberikan afirmasi penerapan
praktik kepada 20 praktik sehingga dapat dikate-
gorikan praktik tersebut telah diimplementasikan
dengan baik. Sementara, masih terdapat 1 praktik
yang tidak mendapatkan afirmasi lebih dari 50%,
sehingga dikategorikan belum diimplementasikan
dengan baik. 1 praktik tersebut, yaitu VE3 The defi-
nition and use of data on competency development
are periodically audited for compliance with organi-
zational policies.

2) Temuan Akhir

Audit yang dilakukan pada proses pengem-
bangan kompetensi masih sebatas audit finansial
yang dilakukan pada Rapat Kerja Anggaran. Belum
ada agenda rutin mengenai audit pengembangan
kompetensi pegawai dan belum masuk ke
perencanaan anggaran tahunan. Namun, jabatan
fungsional untuk melakukan kegiatan analisis
kepegawaian sudah mulai dicanangkan.

Pengembangan kompetensi pegawai hingga
saat ini sudah banyak dilakukan oleh 6 (enam) Unit
di bawah BPSDM. Kegiatan pengembangan kompe-
tensi pegawai ini bahkan sudah dijadwalkan untuk 1
(satu) tahun anggaran kedepan. Jabatan fungsional
analis kepegawaian yang ada di Sekretariat BPSDM
juga memiliki tugas dan fungsi pengawalan pengem-
bangan kompetensi pegawai walaupun jumlah ana-
lis pegawai di BPSDM hanya 1 (satu) orang.

3) Rekomendasi perbaikan proses

Aktivitas yang direkomendasian untuk diting-
katkan dalam proses pengembangan kompetensi
adalah Mengaudit data definisi pengembangan kom-
petensi secara periodic untuk menyesuaikan
dengan kebijakan organisasi. Definisi data men-
cakup data apa yang harus dikumpulkan, disatukan,
dan digunakan. Audit ini dapat dilakukan dengan
cara meninjau pelaporan berkelanjutan
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KESIMPULAN

Berdasarkan appraisal yang telah dilakukan
terhadap penerapan praktik-praktik pada 3 Process
Area P-CMM di BPSDM Hukum dan HAM terdapat
total 17 praktik yang tidak diimpelementasikan
dengan baik. Berikut ini detail praktik dan
rekomendasi perbaikan proses yang diberikan
berdasarkan model P-CMM pada setiap PA:

1. Pada PA Training and Development, terdapat 6
praktik yang belum diimplementasikan dengan
baik, yaitu P2, P4, P6, P7, ME1, dan ME2.
Rekomendasi aktivitas yang diberikan untuk
memperbaiki proses tersebut yaitu,
mengidentifikasi pelatihan dan keahlian kritikal
yang dibutuhkan untuk sebuah kompetensi,
mengevaluasi alternatif pelatihan, melakukan
diskusi formal terkait pengembangan dengan
setiap ASN secara periodik dan memberikan
kesempatan pengembangan yang sesuai
berdasarkan hasil diskusi tersebut. Kemudian,
melakukan pengukuran terhadap aktivitas
pelatihan dan pengembangannya.

2. Pada area proses Competency Analysis, ter-
dapat 11 praktik yang tidak diimplementasikan
dengan baik, yaitu P4, P5, P6, P7, P9, AB1,
AB2, ME1, ME2, VE2, dan VE3. Rekomendasi
aktivitas yang diberikan untuk memperbaiki
proses tersebut yaitu, mengevaluasi deskripsi
Workforce Competency secara periodik, mem-
buat dan mengelola dokumen Competency-
based process di sebuah repositori, mendoku-
mentasikan dan mengevaluasi Competency
information secara periodik, membentuk unit
baru khusus untuk mengelola workforce com-
petency, mengevaluasi aktivitas Analisis Kom-
petensi, meninjau dan mengaudit deksripsi
workforce competency dan competency infor-
mation untuk menyesuaikan dengan kebijakan
organisasi secara periodik

3. Pada area proses Competency Development,
hanya terdapat 1 praktik yang tidak diimple-
mentasikan dengan baik, yaitu VE3. Rekomen-
dasi aktivitas yang diberikan untuk memperbai-
Ki proses tersebut yaitu, mengaudit data defin-
isi pengembangan kompetensi secara periodic
untuk menyesuaikan dengan kebijakan organ-
isasi
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Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian
ini dapat dijadikan patokan untuk membuat sebuah
sistem pengelolaan kompetensi ASN atau penelitian
dapat dilanjutkan terlebih dahulu ke Process Area
lainnya, yaitu area proses Competency Bassed As-
sets, dan Mentoring pada level predictable dan area
proses Continuous Capability Improvement pada
lebel optimizing.
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